
BUPATI BUTON 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON 

NOMOR 27 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 1 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN 
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK 

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN 

Menimbang 

Mengingat 

BUTON TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON, 

: a. bahwa tata cara pengalokasian, pembagian, penyaluran, 

dan penggunaan alokasi dana desa dan bagian dari hasil 

pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa telah 

diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, 

Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan 

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun 

Anggaran 2023, namun sesuai hasil konsolidasi 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan 
Sulawesi Tenggara terhadap bagian dari hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Buton, terdapat 

beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

il 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, 

Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan 

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun 
Anggaran 2023; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
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. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6139); 

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856; 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757);



@ 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

.. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
KeduaAtas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 611); 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 159); 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 160); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Buton Tahun 2015 Nomor 104);
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 
112); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 134); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2018 Nomor 135); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 186); 

22. Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 297); 

23. Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 379); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 1 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, 
PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 
DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON 

TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, 

Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian 
dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa 
di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 452), diubah 
sebagai berikut:



... 

1. Ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, 
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah 
mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 

2023. 
(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebesar Rp41.240.364.054,00 (empat puluh satu 
milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam 
puluh empat ribu lima puluh empat rupiah), terdiri 

dari: 
a. paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana 

perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah 
dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus, yaitu sebesar 
Rp411.084.676.000,00 (empat ratus sebelas milyar 

delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh 

enam ribu rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) 

desa di Daerah, dan 

b. kurang bayar kurang bayar ADD Tahun Anggaran 
2022 sebesar Rp131.896.454,00 (seratus tiga 

puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh 

enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). 

(3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

(4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam 

pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2023 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan 

diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023. 

2. Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah 
mengalokasikan PBH Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 
2023. 
Pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) 
dari dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Daerah 

dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 

Rp26.309.946.000,00 (dua puluh enam milyar tiga 
ratus Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh 

enam ribu rupiah) yaitu sebesar Rp2.630.994.600,00 

(dua milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus 

sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) untuk 
83 (delapan puluh tiga) desa di Daerah. 
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(3) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah. 
(4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam 

pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2023. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. 

Ditetapkan di Pasarwajo 

pada tanggal 23 Agustus 2023 

Pj. BUPATI BUTON, 

Cap/ttd. 

BASIRAN 

Diundangkan di Pasarwajo 

pada tanggal 1% Agqusks 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, 

ASNAWI JAMALUDDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR..4%%


